
 

 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN  BUPATI  PATI 

NOMOR 106 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI,  

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan 

operasional pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2018;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234);  

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495);  

11. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara / Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 



 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah 

diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);  

 

 



23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6057); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2017 

Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Ke Dalam Perusahaan 

Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati Dan 

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pati Pada 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati 

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 113); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 13);  

 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI 

TAHUN ANGGARAN 2018. 

 



Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati 

Tahun Anggaran 2018 terdiri atas  : 

1. PENDAPATAN 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 320.819.026.000,00 

b. Dana Perimbangan  Rp 1.664.653.903.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 555.223.031.000,00 

 Rp 2.540.695.960.000,00 

 

2. BELANJA  

a.   Belanja Tidak Langsung   

1) Belanja Pegawai  Rp.  

1.147.986.504.000,00 

2) Belanja Bunga Rp.  0,00 

3) Belanja Subsidi  Rp.  0,00 

4) Belanja Hibah  Rp.  42.164.333.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  Rp.  16.403.630.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil  Rp.  9.427.070.000,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.  613.992.124.000,00 

8) Belanja Tidak Terduga  Rp.  5.000.000.000,00 

  Rp 1.834.973.661.000,00 

b. Belanja Langsung  

1) Belanja Pegawai Rp.  42.758.645.000,00 

2) Belanja Barang dan Jasa  Rp. 472.068.327.660,00 

3) Belanja Modal  Rp.  297.331.416.340,00 

  Rp. 812.158.399.000,00 

 Jumlah Belanja Rp. 2.647.132.050.000,00 

 (Defisit) (Rp   106.436.090.000,00) 

 

3. PEMBIAYAAN  : 

a. Penerimaan  Rp     116.436.090.000,00 

b. Pengeluaran   Rp.    10.000.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto            Rp  106.436.090.000,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.  0,00 

 tahun berkenaan    

 

 

 



 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah 

yang diterima dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 

Sosial yang diterima dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

Lampiran sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 7 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih 

lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 30 Desember 2017 

BUPATI PATI, 

Ttd. 

HARYANTO 

 

Diundangkan di  Pati 

pada tanggal 30 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  

Ttd. 

                 SUHARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 106 

 

 

 
 
 

  

 


